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Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli 
ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan studi kasus 
di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan‛ ini menjawab 
pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: Bagaimana praktik 
jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang dan Bagaimana analisis 
hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat 
timbang di tempat pelelangan ikan studi kasus di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan. 
Data penelitian merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di 
Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang dihimpun 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis 
menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan terlebih dahulu teori-teori 
tentang jual beli dan bedasarkan hal yan bersifat khusus dalam praktik jual beli 
ikan laut ditempat pelelangan ikan di desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan, kemudian diperoleh hasil kesimpulan dari analisisnya 
terhadap landasan teori hukum Islam. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli ikan laut tanpa 
menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan, berdasarkan teori jual beli 
belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena pada praktinya objek ikan 
yang diperjualbelikan belum jelas kadarnya, akan tetapi penulis menganalisis 
kembali berdasarkan teori jual beli jizaf pada zaman Rosulullah yaitu jual beli 
yang biasa ditakar, tanpa ditimbang kembali, awalnya tidak diperbolehkan 
namun berubah diperbolehkan apabila memenuhi 6 syarat yang dikemukan oleh 
madzab Ma>liki. Salah satuya yaitu masyarakat disana sangat membutuhannya. 
Maka, Praktik jual beli ikan laut dilakukan di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan Jual beli yang sah karena 
memenuhi karasteristik yang sama dengan jualbeli jizaf pada masa Nabi.  
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut: Tata cara/ proses jual beli ikan laut memang harus disesuaikan 
dengan perkembangan ikan laut; 1) Toleransi antara penjual dan pembeli sangat 
dibutuhkan untuk menjalin kerjasama dalam berbisnis seperti jual beli ikan laut, 
sehingga tidak ada satupun dan pihak manapun yang merasa dirugikan. 2) Untuk 
menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, maka akad diawal 
perjanjian mengenai ganti rugi dan lain sebagainnya harus sangat jelas. Dan 
dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3)     
Hendaknya melakukan praktik jual beli ikan laut dilakukan secara tertulis, agar 
tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Interaksi sosial antar manusia merupakan suatu kebutuhan seseorang 
sebagai makhluk yang hakikatnya membutuhkan orang lain. Salah satunya 
dalam bidang ekonomi atau bisnis yakni suatu kegiatan bermuamalah 
dimana Islam memberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang 




Bermuamalah adalah segala bentuk transaksi yang diperbolehkan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2
 Islam telah memberikan 
kebijaksaan bermuamalah dalam lapangan ekonomi, seperti contoh jual beli, 
dimana kegiatan jual beli banyak ditemukan di masyarakat, maka dari itu 
manusia harus membangun sistem jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai 
Islam, karena ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan 
segala cara dalam mencari rizki.
3
 Sesuai firman Allah Swt. Dalam surat al-
baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
             
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Ayat diatas dijelaskan bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan, 
manusia boleh mengembangkan akad jual beli sesuai kebutuhan, karena 
dalam jual beli adanya transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, 
asalkan dari kegiatan jual beli tersebut tidak terjerumus ke arah riba. Dan 
Allah melarangnya. 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,
5
 sepanjang 
suka sama suka. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kegiatan 
ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, mengandung unsur 
manfaat, tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, 
serta tidak diperbolehkan mengandung unsur ketidakpastian (gharar), 




Sebagimana firman Allah Swt dalam Q.S an-nisa’ ayat 29 sebagaimana 
berikut: 
                              
                      
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diatara kamu, Dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu‛. (Qs. An-Nisa: 29)7 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin 
memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi 
berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi, ataupun 
transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi)8 
Tujuan dari  uraian diatas bahwa semua transaksi baik dalam ibadah maupun 
muamalah ada norma hukum yang mengaturnya termasuk transaksi jual beli 
dalam islam yang tidak lepas dari rukun, syarat, perjanjian, kerjasama 
ataupun yang lainnya. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin 
keselamatan manusia  hidupnya, baik menyangkut agama, keselamatan diri, 
akal dan harta benda.
9
 
Hal ini menunjukan umat islam dalam bermuamalah, terutama dalam 
melakukan transaksi jual beli mempunyai konsep dan pedoman yang jelas, 
namun dalam praktiknya secara keseluruhan banyak hal yang menjadikan 
persoalan yaitu tentang pemahaman masyarakat dalam menjalankannya, 
bahkan menjadi pertentangan seiring berkembangnnya zaman. 
Perubahan konsep terus dilakukan untuk mendorong perkembangan 
mulai dari budaya, ekonomi maupun sosial, baik dari bidang industri, 
perkembunan, pertanian juga perikanan. Dan kebetulan perikanan menjadi 
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sorotan peneliti karena kehidupan peneliti berlatar belakang dari lingkungan 
perikanan. Padahal sebenarnya pada bidang pertanian juga ada di kehidupan 
peneliti, seperti penanaman jagung, kacang, lombok, namun nyatanya 
menjadi seorang petani jarang diminati oleh masyarakat di sana karena 
pendapatan yang diperoleh tidak sebesar di bidang perikanan. Jadi sumber 
pencaharian di wilayah peneliti mayoritas menjadi seorang nelayan, penjual 
ikan laut, dan pekerja/ kuli ikan. Jadi dimungkinkan transaksi jual beli yang 
dilakukan adalah jual beli ikan laut, jual beli es batu untuk membekuan ikan, 
dan lain sebagainnya yang bersangkutan dengan ikan laut. 
Saat ini banyak model transaksi jual beli ikan laut, ada yang sudah 
menggunakan teknologi bahkan masih ada yang menggunakan sistem 
tradisional, sedangkan pada zaman modern sekarang ini jual beli ikan laut 
sudah banyak bentuk dan macamnya. Di tahun 2014 Anak muda Indonesia 
ciptakan teknologi bagi nelayan, karena dirasa penghasilan nelayan masih 
rendah. Setelah mereka melakukan riset selama 2 tahun di di pelosok Jawa 
Barat dan data sudah terkumpul, mereka menciptkan sistem yang solutif 
bagi permasalahan di industri perikanan. Yaitu sistem perdagangan ikan dari 
hasil laut secara online melalui aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) 
yang dijalankan oleh koperasi nelayan.
10
 Trasaksi jual beli seperti ini diduga 
mengandung unsur gharar karena barang yang diperjualbelikan belum jelas. 
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kebanyakan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang, 
aturan dan prinsip-prinsip tersebut sering diabaikan dan tidak dijalankan. 
Namun, praktik jual beli sistem modern seperti itu belum di lakukan 
oleh setiap nelayan yang ada di Indonesia. Khusunya di daerah Lamongan. 
Praktik jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem tradisional. 
Karena ketertarikan pembeli masih banyak yang menggunakan sistem 
tradisional ini. Jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat 
pelelangan ikan di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan dan harga ditentukan sesuai taksirannya. Hal tersebut sudah 
menjadi mayoritas masyarakat disana. Karena memang mata pencaharian 
masyarakat di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 
adalah sebagai seorang nelayan dan perdagang ikan laut, bahkan terdapat 
juga pasar ikan yang menjadi pasar ikan terbesar di daerah Lamongan. Pasar 
ikan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat disana. Karena 
bukan dari masyarakat Lamongan saja yang melakukan transaksi jual beli di 
pasar ikan tersebut, melainkan masyarakat diluar daerah Lamongan juga 
seperti: Tuban, Bojonegoro dan Gresik. 
Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor tersebut menjadikan 
perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, 
cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. 
Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan ketat diantara pedagang untuk 
menarik perhatian pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin 





































banyak sehingga para pedagang lebih memilih untuk melakukan praktik jual 
beli ikan laut menggunakan sistem ditakar dan harga pun ditentukan sesuai 
dengan taksiran tanpa melihat barang secara jelas, karna dianggap lebih 
menguntungkan. Padahal tidak dimungkinkan kegiatan perdagangan seperti 
itu termasuk trik ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana 
tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.
11
 
Sebagai salah satu contoh jual beli ikan yang masih menggunakan 
sistem tradisional, dalam menjual belikan ikan laut tanpa menggunkan alat 
timbang di tempat pelelangan ikan di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan tersebut, ikan hasil tangkapan nelayan yang masih 
berada diatas kapal dijual kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua 
menjual belikan kepada pihak ketiga lagi tanpa menggunakan alat timbang 
dan harga ditentukan menggunkan sistem taksiran. 
Pelaksanaan jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di 
tempat pelelangan  ikan (Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan), sistem jual beli ikan ini berjalan sangat cepat karena adanya 
faktor tergesa-gesa antara keduannya (penjual & pembeli). Di mulai 
menawarkan harga kepada calon pembeli, kemudian calon pembeli 
melakukan pemeriksaan ikanlaut dengan melihat ikan yang ada pada basket 
(tempat ikan) tanpa membongkar ikan kembali untuk melihat kondisi 
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didalamnya, setelah itu penjual menentukan dan menaksir berapa harga ikan 
tersebut. Setelah itu akad dan  proses pembayaran 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
terkait pratik jual beli ikan laut dan ketentuannya secara mendalam yang 
tanpa menggunakan timbangan dengan judul ‚Analisis Hukum Islam 
terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa menggunakan alat timbang di 
Tempat Pelelangan ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan)‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka timbul 
permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan 
penelitian, yaitu: 
1. Problem sosialisasi tentang jual beli dari hasil laut secara online melalui 
aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) yang dijalankan oleh 
koperasi nelayan 
2. Minimnya minat masyarakat di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan untuk menjadikan bertani atau bercocok tanah 
seperti menanam jagung, kacang, lombok. dll sebagai mata percaharian. 
3. Praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat 
pelelangan ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan). 





































4. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa 
menggunakan ikan laut di tempat pelelangan ikan (Studi kasus di Desa 
Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). 
Dari identifikasi tersebut peneliti membatasi hanya dua permasalahan yaitu: 
1. Praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat 
pelelangan ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan). 
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa 
menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan (Studi kasus di 
Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut. 
Maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang 
di tempat pelelangan ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan)? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut 
tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan (Studi 
Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)? 
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 





































terlihat jelas bahwa kajian yang akan diakukan ini tidak merupakan 
pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.
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Penelitian yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual 
Beli Ikan Laut tanpa menggunakan alat timbang di Tempat pelelangan Ikan 
(Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan)‛, mengenai tanpa menggunakan timbangan, sesungguhnya telah 
banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja berbeda kasus dan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Skripsi Muhammad Arif Setiwan yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam 
terhadap Praktik Ganti Rugi pada Proses Borongan Ikan Laut di 
Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan‛ 
dalam skripsi ini membahas tentang berapa persen ganti rugi yang 




2. Skripsi Lukmanul Khakim yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam 
terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa 
Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan‛ dalam skripsi ini 
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membahas tentang jual beli ikan dimana ikannnya masih berapa pada 
tendak, jumlah serta kualitas dan ragam ikan masih samar.
14
 
3. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul, ‚Tinjauan Hukum terhadap Jual 
Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar 
Kabupaten Tuban‛ dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada unsur 
mutlak yang harus dilakukan pihak penjual karena penjual merasa 
memiliki hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung penjual 
harus menjual ikannya kembali kepada pembeli tanpa harus dijual 
kembali kepada orang lain.
15
 
4. Skripsi Zazilatur Rakhmah yang berjudul, ‚Tinjauan Hukum Islam 
tentang Jual Beli dengan sistem Pematokan harga oleh Pemilik Modal 
terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung peluk Kecamatan 
Candi Kabupaten Sidoarjo‛ dalam skripsi ini membahas tentang jual beli 
dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil 
panen petani tambak sama seperti jual beli umumnya, hanya saja dalam 
masalah harga penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, 
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 Rakhmah Zazilatur, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan sistem Pematokan  harga 
oleh Pemilik Modal terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung peluk Kecamatan 
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5. Skripsi Eko wahyudi yang berjudul, ‚Analisis Hukum Islam terhadap 
Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan 
Nelayan Mayangan di Kelurahan Brondong Kabupaten lamongan‛ 
dalam skrispi ini membahas tentang praktik jual beli borongan dilakukan 
dengan menjual belikan seluruh hasil tangkapan nelayan yang masih 
berada diatas kapal kemudian disimpulkan oleh pendapat para tokoh 
agama untuk menetapkan jual beli borongan yang masih berada pada 
satu tempat yaitu kapal.
17
 
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya ilmiah di 
atas adalah lebih fokus kepada praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan 
alat timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Maka dari itu penulis memilih 
judul ‚Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Laut tanpa 
menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan (Studi kasus di Desa 
Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)‛. 
E. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini 
sebagai berikut:  
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 wahyudi  Eko, “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli 
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1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat 
timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). 
2. Untuk mengetahui analisi Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan 
laut tanpa menggunkan alat timbanag di Tempat Pelelangan Ikan (Studi 
kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). 
F. Kegunaan dan Hasil Penelitian 
Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan 
mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun pembaca 
khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. Penelitian ini 
mengandung 2 aspek yaitu: 
1. Secara teoritis hasil penelitian dapat menambah khazanah keilmuan 
terutama menyangkut jual beli tanpa menggunakan timbangan pada 
proses jual beli ikan laut. 
2. Secara praktis hasil penelitian dapat dipergunakan oleh penjual dan 
pembeli ikan laut sebagai dasar pertimbangan mengenai analisis 
terhadap jual beli di tempat pelelangan ikan dan sebagai rujukan untuk 
pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli yang tanpa menggunakan 
timbangan tersebut. 





































G. Definisi Operasional 
Agar lebih mudah dimengerti sekaligus untuk menghindari kesalah 
pahaman, maka diperlukan pokok pembahasan yang menunjukan maksud 
yang dikehendaki dengan judul sebagai berikut: 
1. Hukum Islam: Kumpulan hasil Ijtihad para Fuqaha tentang peraturan 
dan ketentuan jual beli yang berlandaskan pada al-Qur’an, Hadis Nabi 
Saw. 
2. Jual Beli ikan tanpa menggunakan timbangan: Jual beli yang 
menggunakan sistem ditakar dan harga pun ditentukan sesuai dengan 
taksiran tanpa melihat barang secara jelas karena ikan laut yang ada 
pada basket (tempat ikan) tidak bisa dibongkar kembali untuk melihat 
isi di dalalamnya.  
H. Metode penelitian  
Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang 
sistematis. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, 
maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
18
  
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field recearch) 
sehingga yang menjadi sumber utama adalah data lapangan yang 
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 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya:UINSA Press, 2014), 42. 





































digunakan untuk mngetahui implementasi dari aturan-aturan normatif 
yang ada. 
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu di tempat 
Pelelangan ikan tepatnya di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan. 
3. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat 
dikumpulkan adalah: 
a. Data tentang daftar harga-harga ikan laut. 
b. Data tentang proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 
c. Data tentang proses akad saat jual beli ikan laut (ija>b dan qabu>l) 
4. Sumber Data  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yakni: 
a. Sumber  primer  
Sumber primer adalah tempat diperolehnya data di lapangan 
tempat penelitian.  Sumber data primer diperoleh langsung dari: 
  





































1) Pihak yang menjual 
a) Siswoyo 
b) Nurwanto 
2) Pihak pembeli  
a) Mulikah 
3) Pihak kuli/pekerja Ikan laut 
a) Ayis 
b. Sumber sekunder adalah tempat diperolehnya data dari buku, 
skripsi, tesis dan bahan bacaan lainnya terkait dengan objek 
penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah: Yang menjadi rujukan dan pelengkap dalam analisa : 
1) Nota jual beli ikan laut tanpa menggunakan timbangan di 
tempat pelelangan ikan di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan 
2) Data harga pembelian dari penjual satu dengan penjual lainnya. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 
yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
19
 
Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data antara lain: 
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a. Observasi  
Kegiatan observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data 
yang mana peneliti harus terjun langsung ke lapangan mengamati 
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diteliti
20
, 
antara lain melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-
kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang 
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
21
 
Data yang diperoleh saat observasi adalah data tentang proses 
tawar-menawar antara penjual dan pembeli, data tentang proses 
akad saat jual beli ikan laut (ija>b dan qabu>l). 
b. Interview atau wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu: seperti proses tanya jawab, dimana ada dua orang 
atau lebih secara berhadapan langsung secara fisik, data yang 
diperoleh dari wawancara tersebut terkait dengan data tentang 
proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, data tentang 
proses akad saat jual beli ikan laut (ija>b dan qabu>l). 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 
data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek 
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yang akan di teliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.
22
  
Data di peroleh adalah data tentang daftar harga-harga ikan laut. 
6. Teknik Pengelolahan Data 
Semua data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap 
sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan 
sebagai berikut:   
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, 
yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
23
 
Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-
data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-
sumber studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang belum bisa 
dibaca dilakukan penerjemahan agar mudah dibaca dan dipahami.
24
 
Dalam hal ini peneliti akan melakukan editing terhadap data dan 
dokumen terkait perjanjian serta hasil wawancara yang dilakukan 
kepada para penjual dan pembeli. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah 
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diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan menyusun data yang 
diperoleh berupa data hasil wawancara terkait objek yang diteliti, 
sehingga bisa sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya 
sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menganalisis 
data yang ada dengan perspektif hukum Islam tetang praktik jual 
beli ikan laut di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan. 
7. Teknik Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuikan dengan kajian penelitian yaitu Analisis Hukum Islam 
terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut di Tempat Pelelangan Ikan (Studi 
kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) 
yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan 
untuk mengetahui praktik jual beli, tujuannya dapat terlihat dari sudut 
pandang hukum islam yaitu agar dapat memberi pemahaman mengenai 
praktik jual beli ikan laut dalam hukum islam. 
Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 
deduktif, metode ini digunakan cara berfikir dari pernyatan yang bersifat 
umum di tarik kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada 





































teori-teori jual beli dan jual beli jizaf pada masa Nabi, kemudian 
dikaitkan dengan kegiatan atau praktik yang ada di lapangan tentang 
fakta-fakta proses jual beli ikan laut tanpa menggunkan alat timbang di 
Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 
I. Sistematika Pembahasan  
Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, 
penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling 
berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini 
diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini. 
Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik 
analisi data, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan landasar teori, bab ini meliputi sub bab bab 
bahasan, yaitu: sub sub pertama pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan 
syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, 
berakhirnya jual beli, jual beli jizaf (Spekulatif). 
Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang 
gambaran umum di Tempat Pelelangan Ikan (Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan) dan praktik jual beli ikan laut, bab ini 
meliputi tiga sub sub bahasan, yaitu: sub bab pertama membahasan tentang 





































gambaran umum tentang Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis, kondisi 
social, ekonomi. Sub bab kedua membahas pelaksanaan Jual Beli Ikan Laut 
Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan 
Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat 
pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab 
pertama membahas analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut di Tempat 
Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan. Sub bab kedua membahas tentang Analisis Hukum 
Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut tanpa menggunakan alat timbang 
di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan). 
Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi 
pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah 
dan disertai dengan saran yang ditunjukan kepada pihak yang bersangkutan 
dalam penelitian ini. 
  


































JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 
A. Definisi Jual Beli  
Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah bai>’, yaitu: 
 ءيَشِب ِءيَش ُةَل َب اَقُم 
Yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, istilah lain 
dari kata al-bai>’ adalah at-tija>rah, al-muba>dalah, dan al-shir>a’. Dengan 
begitu kata al-bai>>’ berarti ‚jual‛ dan juga berarti ‚beli‛.25 Adapun pengertian 




Adapun pengertian jual beli secara terminologi (istilah) dapat di 
definisikan sebagai berikut: 
1. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya 
dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah). 
2. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-ma>l bi al-ma>l). 
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah 
penukaran hak milik secara tetap.
27
 
Dalam pandangan ulama madzab terdapat beberapa pendapat, yaitu: 
1. Madzab H{ana>fi 
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Menurut madzab H{ana>fi jual beli adalah tukar menukar harta atau 
barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi 
dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa 




2. Madzab Ma>liki> 
Menurut madzab Ma>liki>, jual beli atau bai>’ menurut istilah ada dua 
pengertian, yaitu: 
a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai>’ (jual beli), yang mencakup 
akad salam dan lain sebagainya. 
b. Pengerian untuk satu satuan dari beberapa satuan yakni sesuatu 
yang dipahamkan dari lafal bai>’ secara mutlak menurut‘urf (adat 
kebiasaan). 
3. Madzab H{anba>li> 
Menurut madzab H{anba>li> jual beli menurut syara’ adalah 
menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah 
dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. 
4. Madzab Sha>fi’i> 
Ulama madzab Sha>fi’i> mendefinisikan bahwa jual beli menurut 
syara’ adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.29 
                                                          
28
 Mustofa imam, 2016, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 21. 
29
 Musafa’ah Suqiyah. dkk, 2013,  Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I, Surabaya: IAIN SA 
Press, 58. 



































Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, bisa berupa barang 
dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad 
tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli 
berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang 
tersebut. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan 
dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan 
pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya. 
B. Dasar Hukum Jual Beli 
Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerjasama antara 
satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah jual beli dimana sebagai 
sarana tolong menolong antara sesama umat manusia. Berdasarkan landasan 
hukum yang kuat, baik dalam al-Qur’an, Sunnah Rasulullah saw dan 
berdasarkan ijma’.  
1. Dasar dalam al-Qur’an yang berbunyi: 
...اَوِّبرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُ َّللَّا َّلَحَأَو
30
 
Artinya: ‚Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…‛(QS. al-Ba>qarah : 275). 
اَوُدِهْشَأَو اَذِإ  ْمُتْع َياَب َت 
Artinya: ‚Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli‛ (QS. al-
Ba>qarah : 282).31 
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اَهُّ َيَيَ  ْاوُنَماَء َنيِذَّلا  ْاّوُلُكَْتََلا  
ْْۚمُكْنِم ٍضَار َت ْنَع ًَةرَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلاِإ ِلِطَبْلِبِ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْمأ
 َّنِإ ْْۚمُكَسُف َْنأاوُل ُتْق ََتلاَو ًامْيِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا 
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dengan suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu‛ (QS. 
al-Nisa>’ : 29)32 
2. Dasar dalam Al-Sunnah, diantaranya: 
H.R. Ah}mad yang bersumber dari Rafi’ bin Khadi>j 
 ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ُلَمَع َلَاق ُبَيْطَأ ِبْسَكْلا ُّيَأ ِالله َلْوُسَرَيَ َلْيِق ٍروُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلَُكو  
Artinya: ‚Rasulullah saw. pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) 
yang paling baik Rasulullah menjawab: usaha tangan (karya) 
manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik.‛ (HR. Ibn Majah, 
al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban)
33
 
   َلَاق ٍضَار َت ْنَع ُعْي َبْلاَا َّنَِّإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ُلوُسَر  
‚Rosulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu 
didasarkan kepada suka sama suka.‛34 
3. Berdasarkan ijma’ ulama’ 
Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan yang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 
lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang 
sesuai. Selain itu, jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman 
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Rasulullah hingga hari ini. Yang penting dalam jual beli dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syara’. 35 
Dari kandungan ayat-ayat Allah, Sabda Rasul dan juga ijma’ para 
ulama’ diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli itu 
adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam 
Asy-Syatibi (w. 790H) pakar fiqih Ma>liki> hukumnya boleh berubah 
menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi 
praktik ihtika>r  (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan 
harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtika>r dan 
mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan 




C. Rukun dan Syarat jual beli 
1. Rukun jual beli 
Jual beli akad dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama’ Hana>fiyah 
dengan jumhur ulama’. Rukun jual beli menurut ulama’ Hana>fiyah 
hanya satu yaitu ija>b (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabu>l 
(ungkapan menjual dari penjual), menurut mereka yang menjadi rukun 
dalam jual beli hanyalah kerelaan (rid{a/tara>d{in) kedua belah pihak untuk 
melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu 
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merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak 
kelihatan, maka diperlukan indeksi yang menunjukkan kerelaan itu dari 
kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. 
37
 
Sedangkan menurut jumhur ulama’ menyatakan bahwa rukun jual 
beli itu ada empat, yaitu: 
a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan 
pembeli); 
b. Ada s}ighat (lafadz ija>b dan qabu>l); 
c. Ada barang yang dibeli; 
d. Ada nilai tukar pengganti barang.38 
2. Syarat jual beli 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan oleh jumhur ulama’ diatas adalah sebagai berikut: 
a. Syarat orang yang berakad 
1) Baligh dan berakal 
Orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang 
yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang 
dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak 
sah kecuali dengan seizin walinya. Berdasarkan firman Allah 
dalam QS. An-Nisa>’ (4) 5, yang berbunyi:  
....ُمُكَلَوَْمأَءآَهَفُسلْااُوتْؤ ُت َلاَو 
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Artinya: ‚Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada 
dalam kekuasaanmu).‛ 39 
 
Anak kecil dikecualikan dari kaidah diatas, dia boleh 




2) Yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak 
Karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu 




b. Syarat yang terkait dengan ija>b qabu>l 
Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua 
belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. 
Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ija>b qabu>l yang 
dilangsungkan.   Berdasarkan sabda nabi:  
)ةجام نبا هاور( ٍضَار َت ْنَع َعْي َبْلاَا َّنَِّإ  
Artinya: ‚Bai>’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama 
suka).‛ (H.R. Ibnu Majah).42 
Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara 
yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan 
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batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya 
bila seseorang dipaksa membeli.
43
 
Adapun syarat dalam s}ighat ija>b qabu>l adalah sebagai berikut: 
1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh (menurut jumhur 
ulama’) atau telah berakal. 
2) Qabu>l sesuai dengan ija>b, contohnya: ‚Saya jual buku ini 
dengan harga sepuluh ribu,‛ lalu pembeli menjawab: ‚Saya beli 
dengan harga sepuluh ribu.‛ 
3) Ija>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua 
belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 
membicarakan masalah yang sama. 
Dan sekarang di zaman modern ini perwujudan ija>b dan qabu>l 
tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil 
barang yang akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada 
penjual, sehingga penjual menerima uang dan pembeli menerima 
barang tanpa ucapan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama’ 
berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, apabila hal 
itu telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah 
menujukkan unsur rid}a dari kedua belah pihak. Selain itu, ija>b qabu>l 
juga bisa dilakukan secara tulisan atau melalui perantara. 
c. Syarat barang yang diperjualbelikan 
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1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah 
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan 
sebagainya. Dasar hukumnya adalah H.R. Bukha>ri dan Muslim: 
رضي الله عنهرباج ْنَع ِةَتيَمْلاَِورَْملخا َعْي َب َمَّرَح ُُولُوُسَرَو َالله َّنِإ ِلاق  الله عليه وسلم قا الله لوسر نأ 
)ملسمو ىراخبلا هور( ِماَنْصَْلْاَو ِرِْيزِْنْلخاَو 
Artinya: ‚Dari Jabi>r ra, Rasulullah SAW bersabda: 
‚sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan 
penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.‛44 
 
2) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 
banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka 
tidaklah sah jual beli yang menimbulka keraguan salah satu 
pihak.
45
 Seperti jual beli sistem taksiran. 
3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada 
dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak 
ada maka tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti 
adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan 
induknya.  
4) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik 
secara sah, kepemilikan yang sempurna. Berdasarkan syarat ini, 
maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut 
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5) Nilai tukar pengganti barang (Harga Barang) 
Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting dalam 
kegiatan jual beli. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para 
ulama’ fiqih membedakan antara atsama>n (نمثلا) dan al-si’r 
(رعسلا). Menurut ulama’ fiqih, atsama>n adalah harga pasar yang 
berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan 
al-si’r adalah modal barang yang seharusnya diterima para 
pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga 
barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan 
pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga 
jual dipasar). 
Oleh sebab itu, para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat 
atsama>n sebagai berikut: 
1) Harga yang disapakati kedua belah pihak, harus jelas 
jumlahnya. 
2) Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun pembayarannya 
menggunakan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya 
harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar dan 
bukan barang yang diharamkan syara’ seperti babi, khamar, 



































karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam 
pandangan syara’47 
D. Macam-Macam Jual Beli 
Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama’ membagi jual beli 
menjadi dua macam, yaitu: 
1. Jual beli yang sah (s}ah}i>h}) 
Jual beli yang sah (s}ah}i>h}) merupakan jual beli yang memenuhi 
ketentuan syariat baik rukun maupun syaratnya, tidak ada kaitan dengan 
hak orang lain.  
2. Jual beli yang tidak sah.  
Jual beli yang tidak sah, dimana salah satu rukun atau syaratnya 
tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi yang 
tidak sah itu ada dua, yaitu: 
a.  Jual beli yang batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu 
rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang 
berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang 
gila dan anak kecil.  
b. Jual beli yang rusak (fasid’) adalah jual beli yang sesuai dengan 
ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat 
pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak 
pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak 
diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas dan 
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ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti jual beli 
yang mengandung unsur ghara>r.48 
Jual beli ghara>r sendiri dilarang dalam Islam dasar hukumnya telah 
dijelaskan dalam H.R. Muslim, yaitu: 
 الله ىلص ِالله لوُسَر ىَه َن)ملسم هاور( ِرَرَغلا ِعْي َب ْنَعَوِةاَصَلحا ِعْي َب ْنَع مَّلَسَو ِوْيَلَع  
Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar 
kerikil kepada barang yang dibelinya (bai’ al-hasa>) dan jual beli 
barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai’ al-ghara>r).49 
Ghara>r berarti jual beli barang yang mengandung kesamaran.50 
Menurut Ibn Rush maksud ghara>r adalah kurangnya penjelasan tentang 
keadaan barang (objek), kuantitas dan harga. Menurut Ibnu Taimiyah 
menyatakan bahwasanya ghara>r adalah apabila satu pihak mengambl 
haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya ia 
dapat. Secara sederhana ghara>r dapat diartikan, semua jual beli yang 
mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas 
yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang 
mengancam antara untung dan rugi. Dan jual beli seperti ini tidak 
dibenarkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. 
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli 
Untuk memudahkan kita memahami bentuk Jual beli, maka jual beli 
juga dibagi dalam beberapa bentuk. Dari beberapa tinjauan maka bai>’ dapat 
dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk bai>’: 
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1. Ditinjau dari objek akad bai>’ dibagi menjadi: 
a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bai>’ berdasarkan 
konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah. 
b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan 
muqayyadah (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam. 
c. Tukat-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. 
Misalnya: pertukaran rupi 
d. ah dengan real. 
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima bai>’ dibagi menjadi empat bentuk: 
a. Barang dan uang diserah terimakan dengan tunai. Ini bentuk asal 
bai>’. 
b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang 
disepakati, ini dinamakan salam. 
c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan bai>’ 
ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit. 
d. Barang dan uang tidak tunai, disebut bai>’ da>in bi da>in (jual beli 
utang dengan utang). 
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga bai> dibagi menjadi: 
a. Bai>’ musa>wamah (jual beli dengancara tawar-menawar), yaitu jual 
beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, 
akan tetapi menentukan harga tertentu dan membuka peluang untuk 
ditawar, ini bentuk asal bai>’. 



































b. Bai>’ ama>nah yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan 
harga pokok barang lalu menjual harga jual barang tersebut. Bai>’ 
jenis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
c. Bai>’ mura>bah>ah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok 
barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan ‚Barang ini 
saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 
11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari  modal‛. 
d. Bai>’ wadi>’ah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang 
atau menjual barang tersbut dibawah harga pokok. Misalnya: 
penjual berkata ‚Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan 
akan saya jual dengan harga Rp.9.000,- atau saya potong 10% dari 
harg pokok‛. 
e. Bai>’ tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan 
menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya: penjual berkata 
‚Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual sama 
dengan harga pokok‛.51 
F. Berakhirnya Jual Beli 
Suatu akad dipandang berakhir apabla telah tercapai tujuannya, selain 
telah tercapai tujuannya, berakhirnya dan selesainya jual beli karena 
beberapa hal, diantaranya yaitu: 
1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. 
2. Harus dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak. 
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3. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan 
forum. 




Ketika barang yang dibeli telah diterima oleh pembeli dan uang yang 
dibayarkan telah di terima oleh penjual, maka proses jual beli juga berakhir. 
Karena kedua belah pihak telah mendapatkan apa yang diinginkan, dan telah 
menguntungkan kedua belah pihak. 
G. Jual Beli Jizaf (Spekulatif) 
a. Pengertian Jizaf 
Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. 
Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang 
biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, 
ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli jizaf dilakukan cukup dengan 
menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat.
53
 
Spekulatif (jizaf) jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi 
ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau 
dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, 
bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus 
diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, 
sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang 
ukuran. 
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Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek 
jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan 
mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang 
diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, 
atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang 
menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini 
termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, 
karena umat manusia amat membutuhkannya.
54
 
b. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf 
Artinya: Dari ibnu Umar r.a. katanya: ‚pada masa Rasulullah saw. 
Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-
kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual 
hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.55 
Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas 
transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak 
melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut 
harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di 
pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserah terimakan. 
c. Rukun Jual Beli Jizaf 
Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. 
Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila terpenehunya rukun dan 
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syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat 
yaitu: 
a) Bai>’ (penjual 
b) Mustari (pembeli) 
c) Sighat (ija>b dan qabu>l) 
d) Ma’qud ‘alaih (benda atau barang) 
d. Syarat Jual Beli Jizaf 
Ulama fiqIh madzab Malikiyyah menyebutkan 6 syarat bagi 
keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat 
ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:: 
1. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang 
melakukan akad atau sebelumnya. 
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual 
beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. 
3. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam 
penaksiran. 
4. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk 
ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit. 
5. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi 
haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika 
ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak 
khiyar 



































6. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak 
diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui 
kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel 
yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.
56
 
Pada waktu khiyar, pada jual beli jizaf pada masa nabi di sana 
terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan 
memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk mengetahui 
kondisi tumpukan bagian bawahnya.
57
 
Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat 
dilakukan terhadap:  
a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik 
berupa satuan atau keseluruhan. 
b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah 
ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak 
diketahui. 
c) Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen 
lain yang telah terjual.
58
 
e. Jual Beli Jizaf menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
a) Kesepakatan penjual dan pembeli 
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Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa 
‚penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara 
borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya 
untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati‛. 
Dalam pasal 66 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan 
‚pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang 
diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli 
sebagiannya saja.59 
b) Serah Terima Barang 
Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima 
barang dapat dilakukan ‚apabila pembeli berada pada pelataran, atau 
di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa 
melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang 
diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap 
sebagai penyerahan barang tersebut.  
Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan ‚dalam penjualan secara 
borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang 
belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang‛.60 
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PRAKTIK JUAL BELI IKAN LAUT TANPA MENGGUNAKAN ALAT 
TIMBANG DI DESA BRONDONG KECAMATAN BRONDONG 
KABUPATEN LAMONGAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Posisi 
Kabupaten Lamongan memiliki panjang pantai 47 km, usaha 
penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut jawa pada wilayah 
kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu 
mulai arah barat ke timur Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji dan 
Weru yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.  
Desa Brondong Sendiri termasuk desa yang terletak di kabupaten 
Lamongan yang berada di wilayah bagian utara dari Ibu Kotaa 
Lamongan, berikut batas-batas wilayahnya: 
a. Sebelah Utara : Laut Jawa 
b. Sebelah Timur : Kecamatan Paciran 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Laren 
d. Sebelah Barat : Kecamatan Palang kabupaten Tuban 
Desa Brondong Luas Wilayahnya 233.70 Km
2 
, terdapat 2 Dusun 
yaitu dusun Tegal sari dan dusun Trunojoyo. Dan penduduk nya 



































berjumlah 10.230 jiwa di tahun 2020. Jumlah laki-laki 4.986 jiwa dan 
perempuan 5.534, Sedangkan jumah KK nya 3.805
61
 
2. Letak Geografis  
Karakteristik kawasan desa Brondong merupakan kawasan 
permukiman perkotaan dengan kegiatan perikanan sebagai aktifitas 
dominan bagi daerah yang terletak disepanjang Pantura (Permukiman 
Nelayan) karena keberadaanya tadi yang terletak di dekat laut. 
3. Kondisi Demografis  
a. Jumlah Pekerja di bidang perikanan  
Pekerjaan warga di Bidang Perikanan ada 2 macam yaitu 
sebagai seorang nelayan sebanyak 6.425 yang presentasenya 17,5 %, 
sedangkan sebagai Pedagang ikan sebanyak 910 yang presentasenya 
2,47 %. 
b. Hasil Penangkapan dan Komposisi Jenis Ikan 
Jenis Ikan yang tertangkap di Perairan Kabupaten Lamongan 
dari Perairan Laut Jawa menghasilkan multi jenis ikan tahun 2018.
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Tabel 1. Penangkapan dan Komposisi Jenis Ikan 
JENIS IKAN PRODUKSI (Ton) 
Teri (Anchovies) 411,94 
Teri Nasi (Anchovy) 188,43 
Belanak Mangrove (Mullet/Blue-spot mullet/Blue-
tail mullet) 
0,2 
Cendro (Needle fish) 5,03 
Daun Bambu/talang-talang (Queen fish) 0,2 
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JENIS IKAN PRODUKSI (Ton) 
Japuh (Rainbow sardine) 0,5 
Banyar / Kembung Lelaki (Indian mackerel) 18,311 
Kembung (Short-bodied mackerel) 206,63 
Layang (Scad) 5974,75 
Lemuru (Bali sardinella) 150,46 




Tetengkek (Torpedo scad) 28,13 
Ikan Pelagis Kecil/ Campuran  (Other fishes) 160,41 
Tongkol abu - abu (Longtail tuna) 3.663,7 
Tongkol komo/ kawa- kawa (Eastern little tuna) 411,87 
Tongkol krai (Frigate tuna) 1.221 
Cakalang (Skipjack tuna)  21,3 
Lemadang (Commond dolphin fish) 105,07 
Tenggiri (Narrow-barred spanish mackerel) 190,18 
Cucut lanyam (Requiem sharks) 792,81 
Manyung (giant Fish) 687,07 
Ikan sebelah (Indian Halibut) 716,17 
Kuwe/ Putihan (Jack trevallies) 1.008,38 
Bawal hitam (Black pomfret) 3,76 
Golok - golok (Dorab wolf hearing) 4,07 
Beloso/Buntut kerbo (Greater Lizardfish) 1.091,01 
Kapas - kapas/ Kapasan  (Fals trevally) 5.501,09 
Peperek (Slipmouths/Pony fishes) 1.868,12 
Lencam / Bentol (Emperors) 689,23 
Kakap putih (Barramundi) 0,5 
Kakap merah/Bambangan (Red snappers) 360,82 
Kurisi (Ornate threadfin beam) 9.099,75 
Kuniran/Kuningan  (Sulphur goatfish) 7.416,79 
Biji nangka  (Yellow-stripe goatfish) 4.872,39 
Swanggi/mata besar (Purple-spotted/Big eye) 12.848,11 
Gulamah/tigawaja (Croackers) 620,63 
Alu-alu /Mangilala/Pucul (Great barracuda) 872,93 
Kerong - kerong (Jarbua terapon/Largescale terapon) 864,72 
Layur (Hairtails) 252,02 
Pari kembang/pari macan (Stingrays) 964,97 
Pari kelelawar (Devilrays, Mantarays) 51,7 
Pari kekeh (Whitespotted wedgesfishes) 75,1 
Remang / Cunang / Tonang 647,37 
Kambing kambing / Ayam ayam (Abalistesstellaris) 2.225,75 



































JENIS IKAN PRODUKSI (Ton) 
Kerapu lumpur (Greasy rockcod / Estuary rockcod) 959,09 
ikan Beronang (Orange-spotted spinefoot) 640,96 
Ikan Bukur / Jaket (jacket Fish) 1.130,68 
Ikan lainya (Others) 688,3 
Udang putih / jerbung  (White srimp/Indian banana) 40,8 
Udang lainnya (other shrimp) 173,68 
Cumi - cumi (Commond squids) 3.078,14 
JUMLAH 74.818,41 
 
B. Pelakasanaan jual beli tanpa menggunakan alat timbang di tempat 
pelelangan ikan 
Penduduk Desa Brondong mayaroritas mata pencahariannya sebagai 
seorang nelayan dan pedagang ikan laut, karena memang Desa Brondong 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan letak geografisnya berada di 
tepi laut. Menariknya dari jual beli ikan tersebut mereka ada yang 
menggunakan sistem taksiran tanpa menggunakan alat timbang. Penjual 
berfikiran jual beli ikan seperti itu simple dan banyak memicu keuntungan. 
Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Nurwanto: 
‚Ada beberapa faktor yang menjadikan jual beli ikan laut tersebut tanpa 
menggunakan timbangan: 1) Pendapatan yang diperoleh penjual jauh lebih 
besar dari jual beli ikan laut biasanya. 2) Tidak ada waktu untuk memilih 
ikan satu persatu 3) Mempercepat jalannya jual beli tanpa ada keribetan di 
dalamnya.‛63 
Adapun tahapan jual beli ikan tersebut adalah: 
1. Pemeriksaan Ikan laut 
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 Gambar 3.1 ikan laut yang berada d box dan basket  
Pemeriksaan ikan laut laut awalnya bertujuan untuk memastikan 
kualitas dan kondisi kesegaran ikan laut. Namun ikan laut tidak bisa 
dilihat secara jelas, karena ikan laut berada pada basket (tempat ikan) 
yang besar, maka cara penjual memperlihatkan ikan laut tersebut adalah 
dengan memberikan semple/contoh ikan. Misalnya, jumlah ikan ada 3 
Ton, maka penjual memberikan contoh ikan sebanyak 3 kwintal. Selain 
itu juga, pembeli mendapatkan infomasi dari kuli/pekerja yang 

























































                    Gambar 3.2 proses wawancara penulis dengan narasumber  
Pada jual beli ikan laut ini, proses penentuan harganya mereka 
menggunanan sistem taksiran. Dan penjuallah yang menaksir harga ikan 
karena diantara keduanya, penjual yang dianggap mahir menaksir harga 
ikan. Setelah ditaksir harga ikannya, penjual menjatuhkan harga sesuai 
taksiran, kemudian pembeli berhak melakukan tawar menawar sampai 
tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Proses ini berjalan 
cepat dan tergesa-gesa. Karena memang ikan laut akan dijual kembali 
oleh pembeli. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Mulikah dan 
Nurwanto:  
‚siapa cepat dia dapat, karena biasanya pembeli tidak berfikir 
terlalu lama, yang penting pembeli mendapatkan ikan terlebih dahulu 
setelah kesepakatan harga karena pembeli menjual ikan laut ke pembeli 
lainnya dan supaya pelangganya tidak hilang‚. 
  












































Gambar 3.3 akad antara penjual dan pembeli 
Setelah tercapai kesepatan harga, penjual menyerahkan ikan laut 
nya kepada pembeli dan apabila ikan terdapat ketidaksesuaian maka 
pembeli berhak meminta pertangungjawaban kepada penjual. Kemudian 
pembeli di perbolehkan pembatalkan jual beli tersebut atau melakukan 
tawar menawar lagi, yang awal kesepakatan dijatuhkan harga tiga puluh 
lima ribu bisa berubah menjadi lima belas ribu, namun perjanjian inilah 
yang sering lupa dilakukan oleh penjual dan pembeli, akhirnya apabila 
ada ketidaksesuaian penjual tidak mau tau. 
4. Proses pembayaran ikan laut 
Pembayaran ikan laut adalah secara kontan setelah akad/ penjanjian 
saat penyerahan ikan laut, namun jika tidak mempunyai uang tunai, 
pembeli bisa meminta kesepakan dari penjual untuk melakukan 



































pembayaran secara tempo sesuai penjajian tiga sampai empat hari 
setelah pembelian.  
 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN 
LAUT TANPA MENGGUNAKAN ALAT TIMBANG DI TEMPAT 
PELELANGAN IKAN (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan) 
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ikan laut tanpa menggunakan alat 
timbang Di Tempat Pelelangan Ikan. 
Pada dasarnya semua transaksi jualbeli harus sesuai dengan syariat, 
dimana keduanya harus saling menguntungkan. Praktik jual beli ikan laut di 
tempat pelelangan ikan laut yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan tergolong masih merugikan salah satu 
pihak, karena praktik jual beli ikan tersebut tidak diketahui kadar dan jenis 
ikannya secara jelas karena penjual menggunakan sistem taksiran dan tanpa 
menggunakan alat timbang. 
Proses jual beli ikan seperti itu merupakan kebiasaan penduduk 
setempat, dari hasil wawancara saya menangkap alasan yang dikemukan dari 
nurwanto, siswoyo dan mulikah adalah untuk mempercepat jalannya jual beli 
dan banyak memicu keuntungan. Pendapatan yang diperoleh penjual juga 
jauh lebih besar dari jual beli ikan laut biasanya. Tidak ada waktu untuk 
memilih ikan satu persatu dan mempercepat jalannya jual beli tanpa ada 
keribetan di dalamnya. 
Tahap yang dilakukan pertama kali dari praktik jual beli ikan laut 
tersebut adalah pemeriksaan ikan laut, ikan yang masih berada di tempat 
ikan seperti box ikan dalam jumlah yang cukup banyak belum diketahui 



































secara jelas oleh pembeli, akhirnya cara penjual memperlihatkan yang 
meyakinkan kepada pembeli yaitu dengan memberikan sample/contoh 
sedikit ikannya sekitar 1 basket dan di barengi oleh informasi-informasi dari 
penjual dan kuli/pekerja, di tahap inilah pembeli harus cermat saat melihat 
ikan laut yang akan dibelinya. Berdasarkan analisis praktiknya dapat kita 
lihat bahwa praktik jual beli ikan ini berpotensi gharar  karena dapat diduga 
mengandung aspek yang belum jelas takaran ikannya.  
Setelah keduannya melakukan kesepakatan, langkah yang diambil 
berikutnya adalah penaksiran dan penentuan harga, di situlah terjadi proses 
tawar menawar antara penjual dan pembeli,  cara penjual menetukan harga 
yaitu dengan menggunakan sistem taksiran, misalnya ikan yang terlihat 
segar, ukurannya ikannya juga terlihat besar maka penjual membandrol harga 
sesuai harga ikan pada umumnya. Proses tawar menawar seperti ini berjalan 
cepat, karena menurut pembeli yang terpenting mendapatkan ikan lautnya 
terlebih dahulu, karena ikan akan dijual kembali oleh membeli dan supaya 
pelanggan selanjutnya tidak hilang dan tidak memilih penjual ikan laut yang 
lainnya. 
Setelah tahap kedua berakhir dan sudah mencapai kesapakatn harga 
antara keduannya, dilanjutkan dengan akad/penjanjian saat penyerahan ikan 
laut, proses ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak dimana apabila 
ikan ada ketidaksesuaian maka pembeli berhak meminta 
pertanggungjawaban kepada penjual, terkadang hal ini juga merugikan 
penjual karena pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli tersebut atau 



































mengantikan rugi dengan cara merubah harga yang awal tiga puluh lima ribu 
menjadi lima belas ribu\.  
Proses terakhir yaitu pembayaran ikan laut ada 2 cara yaitu dengan cara 
tunai/langsung setelah ikan diserahkan atau dengan cara memberikan DP 
terlebih dahulu dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh keduannya. 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Prakatik Jual Beli Ikan laut tanpa 
menggunakan alat timbang di Tempat Pelelangan Ikan Laut. 
Penulis telah menjelaskan bagaimana proses jual beli ikan laut (Studi 
kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) yang 
tanpa menggunakan alat timbang. Kemudian di analisis pada aspek rukun 
dan syaratnya: 
Berikut rukun jual beli menurut jumhur ulama dan analisanya: 
1. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli); 
Syaratnya yaitu : 
a. Baligh dan berakal  
Dalam proses jual beli ikan laut yang tanpa menggunakan alat 
timbang ini, Siswoyo yang berusia 45 Tahun dan Nuwanto 39 
Tahun selaku penjual ikan laut dan pembeli Mulikah yang berusia  
65 Tahun,  sudah cakap hukum mampu berfikir dan memahami 
mana yang baik dan buruk. Dalam hal ini penjual bertanggung 
jawab atas ikannya yang akan dijual kepada pembeli tanpa 
menggunakan alat timbang. Dan pembeli juga paham dan mengerti 
ikan laut yang akan dibelinnya. 



































b. Yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak. 
Sudah jelas pada praktik jual beli ikan laut yang terjadi di 
tempat pelelangan ikan di desa brondong kecamatan brondong 
kabupaten lamongan dilakukan oleh penjual dan pembeli jadi ada 
yang menyerahkan dan ada yang menerima. 
2. Ada s}ighat (lafadz ija>b dan qabu>l); 
Adapun syarat-syaratnya, sebagi berikut: 
a. Orang yang mengucapkan telah berakal 
Praktik jual beli ikan laut ini antara penjual dan pembeli sudah 
memenuhi syarat ija>b dan qabu>l  yaitu telah akil baligh dan telah 
berakal.  
b. Qabu>l sudah sesuai dengan ija>b 
Di dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan di tempat 
pelelangan ikan desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan antara penjual dan pembeli sudah ucapan dan jawaban, 
seperti: ‚Saya jual ikan laut ini‛. Dan pembeli menjawab, ‚Ya, saya 
beli ikan laut ini‛. 
c. Ija>b dan qabu>l  dilakukan dalam satu majlis.  
Proses jual beli ikan laut yang saya teliti tersebut pada saat 
melakukan ija>b dan qabu>l mereka ada pada satu tempat dan 
malakukan kesepakatan akad secara lisan atas dasar kepercayaan. 
Serta penaksiran harga juga sudah disepakati oleh keduanya 



































(penjual&pembeli). Kemudian ikan diserahkan kepada penjual 
secara langsung tanpa perantara dari pihak manapun. 
3. Ada barang yang diperjualbelikan; 
Adapun Syarat-syaratnya: 
a. Syarat barang yang diperjualbelikan harus suci 
Ikan laut adalah objek atau barang dari praktik jual beli yang 
saya teliti, karena ikan yang diambil langsung dari laut dan terdapat 
di al-quran juga bangkainyapun termasuk makanan halal maka ikan 
laut tersebut tergolong suci dan tidak termasuk benda-benda najis. 
Maka bisa diserah terimakan. 
b. Diketahui secara jelas banyaknya, beratnya dan ukurnya objeknya. 
Karena barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 
banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
64
 
Berdasarkan hasil penelitian objek jual beli tersebut adalah ikan 
laut. belum memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena ikan laut pada 
saat prose jual beli belum diketahui secara jelas kadar dan ukuran 
ikan laut karena ikan sudah berada dibox besar dan pembeli tidak 
dapat melihat secara jelas ikan tersebut, jadi penjual 
memperjualbelikan ikan tersebut tanpa menggunakan alat timbang 
dan harga meggunakan sistem tasiran. 
Tetapi penulis berpacu pada sistem jual beli yang dilakukan 
pada zaman Rosulullah yaitu jual beli jizaf, jual beli yang 
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menggunakan sistem taksiran yang jumlah dan jenis nya tidak 
diketahui secara jelas, memang hukum awalnya tidak diperbolehkan 
tapi berubah boleh apabila menjualnya lagi tidak dalam satu tempat. 
Menurut tokoh agama bahwa jual beli yang menggunakan 
sistem taksiran tersebut awalnya tidak diperbolehkan, hal ini 
didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Iman Muslim yang 
berbunyi: 
  َ رَرَغْلا ِعْي َب ْنَعَو ِةاَصَْلحا ِعْي َب ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر ىَه َن 
Artinya: ‚Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual 
beli al-hashah dan jual beli gharar‛65 
Dari Hadits ini melarang jual beli yang tidak dapat dipastikan 
adanya, atau tidak dapat di pastikan kualitas dan kauantitasnya. 
Sedangkan proses jual beli ikan laut di tempat pelelangan ikan tanpa 
menggunakan alat timbang yang terjadi di desa Brondong 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini kualitas jenis, 
ukuran, dan kesegaran ikan laut belum diketahui secara pasti. Jual 
beli semacam ini termasuk di kecualikan dari hukum asalnya yang 
bersifat umum, karena masyarakat banyak yang membutuhkannya. 
Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu 
Umar bahwa ia menceritakan, ‚Kami biasa membeli makanan dari 
para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah 
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melarang kami menjualnya sebelum kami memin-dahkannya dari 
tempatnya.‛ 
Dalam riwayat lain disebutkan, ‚Aku pernah melihat para 
sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara 
spekulatif, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya lang-
sung di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah 
memindahkannya ke kendaraan mereka.‛ HR. Bukhori.66 
Adapun analisa berdasarkan syarat dibolehkannya jual beli Jizaf 
menurut Madzhab Ma>liki>yah, yaitu : 
1) Jual beli ikan laut ditempat pelelangan ikan, Objek transaksi 
atau ikannya bisa dilihat dengan mata kepala ketika akad atau 
sebelumnya. Pada praktik jual beli ikan ini antara penjual dan 
pembeli sama sama mengetahui dengan mata kepala mereka 
sendiri tanpa ada perantara dari siapapun. 
2) Antara penjual dan sama-sama belum mengetahui secara jelas 
kadar ikan laut. Di praktik jual beli ikan ini juga keduannya 
belum mengetahui secara jelas kadar ikannya, baik ukuran ikan 
maupun jumlah ikannya. 
3) Ikan laut ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam 
penaksiran. Disini penjuallah yang menaksir harga karena 
dianggap yang mempunyai keahlian.  
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4) Objek/ikan laut akad tidak begitu banyak, dan tidak terlalu 
sedikit pula. Begitupula pada praktik jual beli ikan objek 
ikannya termasuk kategori sedang. 
5) Tanah yg digunakan sebagai tempat penimbunan ikan, sudah 
rata, karena memang tempat pelelangan ikan sudah seperti 




Analisis Berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:  
a) Saya melihat ikan sudah menurut porsi keseluruhan. Meskipun 
jumlah dan ukannya tidak diketahui secara jelas namun sudah 
menurut porsi yang diinginkan oleh pembeli. 
b) Ikan sesuai yang telah ditentukan, misalnya di tempat 
pelelangan ikan berada dibox sesuai yang di inginkan tidak ada 
pengurangan dan penambhan, jumlah ikan sekalipun kapasitas 
dari takaran dan timbangan tidak diketahui. 
c) Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari 
komponen lain yang telah terjual. Jadi ikan masih dalam satu 
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Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa para sahabat sudah 
terbiasa melakukan jual beli semacam itu, yang menjadi poin 
penting yang di teliti penulis yaitu penjual dan pembeli harus sama-
sama tidak mengetahui jenis dan tingkat kesegaran ikan laut, 
kemudian ikan laut jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit. 
Kemudian diperkuat lagi oleh hadis nabi yang diriwayatkan 
oleh firman Allah Swt. dalam surat An Nisa’ ayat 29. 
 ٍضا َر َت نَع ًَةر َِٓتِ َنوُكَت نَأ أ َّلاِإ ِلِط َٓبْلِٱب مُكَن ْ ي َب مُكَل َٓوَْمأ ۟اأوُلُكَْتَ َلا ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ َي َٓأيَ
 ًميِحَر ْمُكِب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ْۚ ْمُكَسُفَنأ ۟اأوُل ُتْق َت َلاَو ْۚ ْمُكن ِّم 
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka diantara kamu. Dan janganlahkamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu‛. 
(QS. al-Nisa’ : 29)69 
Dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah menjelaskan 
yang artinya: ‚jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka‛. 
Berdasarkan ayat dan hadits diatas, proses jual beli ikan laut di 
tempat pelelangan ikan merupakan jual beli yang diperbolehkan 
karena sudah ada kesepahamana dan kepercayaan yang terjalin 
antara penjual dan pembeli dan sudah ada kerelaan antara 
keduannya pada saat akad. 
Kemudian melihat juga kondisi masyarakat saat ini yang lebih 
memilih jual beli tanpa menggunkan alat timbang dan taksiran, 
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maka jual beli ikan laut seperti ini sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat disana dan dapat dijadikan pertimbangan dalam 
menetapkan hukum jual beli yang menggunakan sitem taksiran, 
sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya: 
‚Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 
hukum‛. 
Dan jual beli taksiran semacam ini, juga sudah ada sejak zaman 
sahabat Rosulullah saw. Sesuai dengan hadits nabi yang 
diriwayatkan oleh Iman Muslim: 
 َناَه َن َف ًافَازِج ِناَبْكُّرلا َنِم َماَعَّطلا يَِتَْشَن اَّنُك َِلَاق اَمُه ْ نَع ُالله َيِضَر َرَمُع ِنْب ِنَع 
 ِناَكَم ْنِم ُوَلُق ْ ن َن َّتََّح ُوَع ْ يَِبن ْنَأ َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر 
Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ‚Dahulu kami (para 
sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka 
Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami 





Hadits tersebut sudah menunjukan bahwasannya Rosullulah 
memperbolehkan jual beli secara taksiran. Melihat kondisinya 
ikannya memang tidak dapat dipastikan secara jelas, maka perlu 
dianalisa kembali berdasarkan timbangannya, baik pada masa 
Nabi maupun pada zaman sekarang, hal tersebut dapat 
diperkirakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman karena 
memang sudah menjadi adat masyarakat yang ada. 
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 Pada zaman nabi di jual beli jizaf di sana terdapat upaya 
untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan 
memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk 
mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Bedannya 
dengan jual beli ikan di TPI yaitu tumpukan ikan sudah terlihat, 
karena ikan berada pada wadah yang disebut basket yang 
bentuknya memang sudah didesain ada cela untuk melihat objek 
ikannya dari bawah sampai atas. Disitulah pembeli dapat melihat 
dan memastikan keadaan ikannya. 
Maka, jual beli jizaf pada masa nabi diperbolehkan berdasarkan 
analisa analisa yang dikemukakan oleh penulis. 
c. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar nyata. 
Ikan laut yang dijualbelikan sudah nyata dan sudah diambil dari 
laut, jadi objek jual beli ikan laut ini sudah memenuhi syarat 
tersebut. 
d. Barang transaksi sudah hak milik secara sah  
Sudah jelas objek transaksi milik penjual sendiri tanpa ada 
perantara dari pihak manapun. 
4. Ada nilai tukar (harga barang). 
Syarat-syaratnya meliputi: 
a. Harga yang disepakati kedua belahpihak 



































Dari hasil penelitian harga sudah ditetapkan dan disepakati oleh 
kedua belah pihak dan objek ikan laut diserahkan langsung setelah 
akad. 
b. Mengenai pembayaran harus jelas 
Kesepakan harga antara menjual dan pembeli sudah memenuhi 
syarat yaitu diserahkan pada saat akad uang yang akan dibayarkan 
secara tunai dan apabila berhutang sudah ditentukan jangkawaktu/ 
tempo pembayaran secara jelas dan disepakati keduannya. 
Sesuai semua uraian diatas, penulis juga berpendapat bahwa 
jual beli yang tanpa menggunakan alat timbang dan harga 
ditentukan oleh penjual di terjadi di tempat pelelangan ikan desa 
Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten lamongan tersebut 
diperbolehkan dengan alsan karena memang sudah menjadai adat 
kebiasan warga disana serta jual beli semacam itu juga mempunyai 
karakteristik yang sama dengan jual beli yang dilakukan pada 
zaman Rosulullah dengan menggunakan prinsip suka sama suka, 
maka jual beli ikan laut di tempat pelelangan ikan (Studi kasus di 
desa Brondong Kecamatan Brondong penulis menggangap SAH. 



































A. Kesimpulan  
1. Proses Jual beli ikan laut di tempat pelelangan ikan. Dimulai dari 
Pemeriksaan ikan laut laut karena ikan laut berada pada basket (tempat 
ikan), maka penjual memperlihatkan ikan laut tersebut adalah dengan 
memberikan semple/contoh ikan, selanjutnya Proses penaksiran dan 
penentuan harga mereka menggunanan sistem taksiran. Dimana kondisi 
ikan tidak diketahui secara jelas kadarnya. Dan pada saat akad mencapai 
kesepatan harga, penjual menyerahkan ikan laut nya kepada pembeli 
namun, apabila ikan terdapat ketidaksesuaian maka pembeli berhak 
meminta pertangungjawaban kepada penjual. Untuk proses pembayaran 
ikan laut bisa tunai bisa juga tempo.  
2. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa, praktik jual beli ikan laut di TPI belum sesuai 
dengan syarat dan rukun jual beli, karena objek ikan belum diketahui 
secara jelas kadar ikannya, baik banyak ikannya maupun ukuran 
ikannya, tetapi penulis menganalisis kembali berdasarkan teori jual beli 
jizaf, yaitu jualbeli yang dihitung secara borongan tanpa dihitung 
kembali. Awalnya jual beli semacam ini memang tidak diperbolehkan 
namun berubah boleh jika memenuhi 6 syarat yang dikemukakan oleh 
madzab Ma>liki. Maka jual beli ikan di tempat pelelangan ikan adalah 



































SAH karena mempunyai karasteristik yang sama dengan jual beli jizaf 
pada masa Nabi Muhammad. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka menulis memberikan saran-saran 
berikut:  
1. Tata cara/ proses jual beli ikan laut memang harus disesuaikan dengan 
perkembangan ikan laut.  
2. Toleransi antara penjual dan pembeli sangat dibutuhkan untuk menjalin 
kerjasama dalam berbisnis seperti jual beli ikan laut, sehingga tidak ada 
satupun dan pihak manapun yang merasa dirugikan. 
3. Untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, maka akad 
diawal perjanjian mengenai ganti rugi dan lain sebagainnya harus sangat 
jelas. Dan dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
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